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| Jh E DT ARG
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN MINUMAN KERAS
-DENGAn;RAHMAT_TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGRAT II LUWU

‘Menimbang : a. Bahwa penggunasn minumsn keras da
* "' pat menimbulkan gangguan kesehat
an manusia,ketertiban dan keaman
an masyarakat,karena itu perlu di
atur dan ditertibkan pengeceran,
_peredaran penjualan dan pengawa
" sannya dalam masyarakat; 3

b. Bahwa pungutan biaya perizinan me
‘rupakan suatu metode yang berdaya
guna dan berhasil guna untuk pe
ngendalian dan penertiban minuman
KEeras yang sekaligus dapat mening
katkan Pendapatan Asli Daerah;

c. Bahwa untuk maksud konsiderans a
dan b diatas maka dipandang perlu
‘untuk segera diatur dan ditetapkan
dengan Persturan Daerzh.
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: . Tingkat I Sulawesi Selatan No. 13

. .-2_

. Ordonén31 Cuka1 Alkohol Sulingan

tanggal 27 Februari 1898 ( Stbl Ta
hun 1898 No.90);

. Ordonansi Cukai Bir (Stbl No 488
...dan 489 Tahun.1931;

. Undang- -Undang No:12 Drt.Tahun'1957
. tentang Peraturan. .Umum..Retribusi

Daerah (LN:RI.Tahun’1857 ‘No.57;TLN

No.1288); .. . ;
. Undang=Undang No.29 Tahun 1959 ten @ -

tang Pembentukan Daerah - Daerah
Tingkat II di Sulawesi ( LN. Tahun -

-1858 No.74, TLN. No.1822); -

Undang Undang No. 5 Tahun 1974 ten"-
tang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah (LN.Tahun 1974 No.38," TLN.

- "No.3037); ... .
. Peraturan  ‘Pemerintah No. 5 - Tahun

1875 tentang Pengurusan Pertang :
gung Jawaban dan Pengawasan Keuang -

‘_an Daerah (LN. Tahun 1875 N6.5): -
. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

1988 ' tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah (LN Ta :

.hun. 1988 No.10, TLN.3373); :
. Peraturan Henkes No.86/Men. Kes/Per/
'IV/77 tentang Minuman Keras;
. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
- 800-089 Tahun 1980 ~tanggal 28 Ap

ril 1880 tentang Manual Admlnlstra‘

,.:_51 Keuangan Daerah;
- 10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

' 84 Tahun 18983 tentang Bentuk "Pera

turan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan; |
Peraturan . Daerah Propinsi "Daerah

“Tahun 1993 LD No.8 Tahun' 1994 Serl

B No.3); -



"

12.

-3-

Paraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Luwu No.2 Tahun 1888 ten
tang Ketentuan Umum Mengenai PPNS.

Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tlngkat II Luwu

Menetapkan:

"HE H UTUSEKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.
11 LUWU TENTANG PENGENDALIAR DAN PE
- NERTIBAN HINUHAN KERAS.

BAB I .
- KETENTUAN UHUH
- Pasal 1~

Dalsm Peraturan Daerah ini yang dimek
sud dengan

‘a.
b.

c.

‘Daerah ‘adalah Kabupaten Daerah Ting

kat II Luwu *;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu;
Kepalas Daerah adalah Bupatl Kepala

Daerah Tingkat II Luwu;
. Rotif adalah Kota Admlnlstratlf

Palopo; ™

. Pemerintah EKotif adalah Pemerintah

Kota. Administratif Palopo;

. Walikota adalah Walikota Administra
" tif Palopo;
. Dinas Pendapatan Daerah adalah Di

nas Pendapatan Daerah " Tingkat II
Luwu;

. Pengendalian - adalah rangkaian kegisa

tan memasukkan, mengeluarkan dan
mengedarkan minuman keras;
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Wajib Pajak adalsah Pemegang Izin; .-

. Minuman Keras adalah semugz Jenis minuman keras
beralkohol tetapi bukan obat dengan kadar ets
nolnya 1 % (satu peérsen) sampai dengan-§ 4(lima
pPersen) (' Golongan A-)-dan telah terdaftar pada
Departemen Kesehatan RI; -, T

n. Pengecer Minuman EKerss adalah bPeéerusalisan/usaha“
yang menjual mengecer Minuman Reras kepada pen
jual minuman keras; = -

o. Penjual Minuman Keras adalah bPerusahaan/usahsg
yang menjual minuman keras untuk diminum-di ‘tem
pat penjualan dan atau ditempat lain.

ceet ... BABII, ...

.. PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN -

T - MINUHAN. KERAS S
'?';'.:A'Siijtf _Pasal 2 .
Hemasdkkaﬁ;ﬁéhggigﬁfkad;HengedéfkanyAhengecer dan
menjual minuman keras di daerah'harus‘mendapat“
izin tertulis dari Kepala Daerah. - .

,Pésa1:3«; .
Sistem distribusi midﬁmaﬁ7ke}as-didaerah dilaksana .
kan seéuai'dengan Pepatu:an Perundang - undangan
yang berlaku.” = e
| BAB IIT .
. OBYER DAN SUBYEK. -



(l}.

(2)

($5)

(1)

ﬁ{l?

ﬂtelah mem111k1 T.zin

Obyek adalah ussaha penjualan minumsan keras
yang telah memperoleh Izln dar1 Kepala Daerah;

Subyek adalah Orang atau Badan Usaha Pemegang

- Izin Dalam Dserah.

BAB 1IV :
F E R I Z I N A N

Pasal 5 *'-"

Pengeceran dan/stau penjualsn minaoman keras
hanya dapat dilaskukan setelah mendapat Izin
dari Kepala Daerah; " Pty o L SR L3

Veteas - . '.'-_'t

Bentuk dan ‘materi izin serta tata carsa dan per
syaratan: untuk memperoleh Izin ditetapkan deng |

an Keputuaan Fepal° Daerah

S~y

?-nczeingn; Af-:; Pasal 5 -zf*;'Qp

s
HH

‘121n berlaku ‘untuk: Jangka waktu l (satu) tahun

terhitung 'sejak" tanggal dlkeluarkan -dan dapsat

=:-di perpanjang sételah masa "berlskunya :berakhir

Izin dimaksud“ayat (1) pasal ini dapat berupa:

a. Izin untuk menjual/mwinum di tempat

b. Izin untuk menaual/mengecer ‘minuman keras
kepada penJual mlnuman keras

o.._...-- 4 " J £ i

Pasal 7

‘Pengecer minuman keras . -hanya dapat menjual mi

numan keras kepada penaual mlnuman keras vang

e |



(2)

(37

"(15
(2)
(3)

-..t;_

Setiap pengecer minuman keras wajib membuat

pencatatan yvang memust .

a. Identitas pembell/pengual mlnuman keras,

b. Nomor dan Tanggal Izin penJual minuman ke

3 ras;

c. Jenis dan Jumlah minuman keras vang . dlgajak
sn/ditawarkan.

Pemegang Izin‘ﬁajiﬁ.melaporkan hasil pencatat
an dimaksud ayat (2) kepada Kepala Daerash se
tiap bulan. d sy T

Pasal By el

Iz:n hanya berlaku untuk tempat penaualan minw
man kKeras yang tersebut dalam Surat 121n,

121n tldak boleh dlplndah tangankan :iy

Bila pemegang 171n menlnggal Dunla ahll waris
nya dapat melanjutkan usaha pengeceran/penjual
an minuman keras tersebut untuk jangka waktu:
selama 3-(tiga) bulan:dan- .sesudahnya izin- ter
sebut tidak berlaku. lagi,untuk-meneruskan usa

hanya harus meminta izin-kepada. Kepala Daerah.

Pasal 9

Izin dapat d1 cabut karena jl '

[SN

Atas permintaan pemegang Izing;

Bila pemegang izins-tidak memenuhi kewajiban
pajaknyva;

Bila dianggap, mengganggu keamanan dan ketertib
an; W

Tidak Hentaatl Hetentuan dalam Peraturan Daelah
ini dan Peraturan Perundang - Undangan yang ber
laku;

Bertentangan dengan izin yang telah di berikan



(1)

L)

(2)

L

(2)

-ribu rupiah).
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BAB ¥
KETENTUAH TARIF
Pasal 10

Pemegang izin wajib membsyar biaya perizinan
setiap -fLehunnva; '

Tahun perizinan dimaksud avat C1l)u pasaliFiing
adalah tshun takwin. < TR

Pasal 11

Tarif perizinan dimsksud pasal 10 ayat (1)

lah sebagai berikunt %

1. Untuk izin pengeceran minuman keras sebesar
Rp.2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu ru
piah) pertahun; ‘

da

o

2. Untuk Izin penjualan minuman keras sebesar
Rp.1.280.000,- ( satu juta -dua ratus limsa
puluh ribu rupiah) pertahun;

Setiap pengeluaran Izin dikenakan biaya admi
nistrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua ‘puluh lima

- N

i <Pasal .12

Izin baru” dapat diberikan setelah biaya per
izinan dilunasi; e

Keterlambatan melaporkan perpanjangan izin di
kenakan dends sebesar 25 % ( dua puluh‘ lima

‘persen) dari Biaya Pe;izinan terhﬂtgng.
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BAB VI
PENGELOLAAN BIAYA PERIZINAN
Pasal 13 e
Peﬁgelolaan izin/pemungut biaya Perizinan dite
tapkan oleh Kepala Dacrah; ,
Kepads Pengelola/petugas pemungut biaya per

izinan diberikan insentif sebesar 5 % ( lima
perseny.

~
[
o

~
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~

Pasal 14

Teta Cara/Prosedur pemungutan biaya perizinan di:

laksanakan sesuai dengan ketentuan Manval Pendapat
an Daerah (MAPATDA)..

BAB VII
LFA ™R °A NOGEA G &
Pasal 15

¢13 Dilarang melakukan kegiatahrApengéoeran;Jdan/‘
atau penjualan minuman keras tanpa-Izin:Kepals:

Daerah baik di Wilayah Kotip maupun di luar
Kotip; _ _

(2) Dilarang mengecerkan dan/atan menjual minuman
keras kepsda anggota ABRI, PNS,Pelajar/Mahasis
wa dan anak-anak yang berumur 16 (enam belas)
ke bawah baik di Wilayah Kotip maupun di luar
RKotip;

(3) Dilarang menjual minuman keras berdekatan deng-

an tempat Peribadatan, Sekolszh maupun Asrama

pada Jjarak yang dipandang dapat mengganggu ke

amanan dan ketertiban baik di Wilayah otip
meupun di luar Kotip.

<ol

(4) Penjualzn minuman keras pada malam hari pada
Jam 23.00 WITA dan tempat renjualan harus se
gera ditutup baik di Wilayah  EKotip maupun di
luar Eotip. . it 5 e IR

e Pasal sib. .

Dilarang menjual atan ‘mengecer minuman keras yang
kadar etanolnya 5 % ke atas (Gol B. dan C) serta
minuman keras berupsa ballo/tuak dan sejenisnya.

~ BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
;Pasal 17,

(1) Pelanggaran terhadap ketéﬁtuan‘tersebut pade pa
" sal 5,8 ayat (1),7,8, 9,15 dan 18 Peraturan Dae
rah ini di ancam pidana kurungan selama B(enam)

" bulan; : : Sy S
(2) Pelangggaran terhadsp ketentuan ayvat (1) pasal
ini barang dagangannya dirampas untuk dimusnah

" kan ¥ b
(3) Ketentuan - ketentuan sebagaimans dimakSud sgyat

(1) pasal ini termasuk pelasnggaran. .

TE PR T
KETENTUAN PENYIDIKAN = .
Pasal 18 '

Selain oleh Pejabat Penvidik Unum, Penyidikar atas
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 Peratu
ran Daerah-ini; dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintsh Kabu
paten Daerah Tingkat II Luwu yang prengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-un
dangan yang berlaku.



C3)

Dalam melaksansksn tu gas penyidikan, para. Peja
bat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimsksud pasal 18 Peraturan Daerah ini berwe
nang
a. Menerima laporan atan pcngadUan aurl sese
orang tentang adanya Tindak Pidans;
b. Helakukan tindakan pertama pada saat itun di
tempat kejadian dan melakukan pemeriksasn;
c. Henyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda.pengenal diri tersangks; °
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. HMengambil sidik jari dan memotret seseorang
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperik
sa sebagal tersangka dan atau saksij; . :

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan da

(2)

FDO a0 o

(3)

lam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

~h. Hengadakan penghentian penyidikan setelah

mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak
terdapat cukup bukti . atau. peristiwa terse
- but bukan 'merupakan * tindak pidana dan se

lanjutnya melalui penyidik . memberitahukan -

hal tersebut kepada pendntut umim, tersangka
atau keluarganya; ™
i. Mengadakan tindakan laln menurut hukum vang
dapat dipertanggung jawabkan.
Penyidik Pegawail . Negeri Sipil membuat Berita
Acara setiap tindakan tentang
Pemeriksaan perkara; ... . .
Pemasukan rumah; =~ i
Penyitaan bends.
Pemeriksasan ‘surat -~ -~
Pemeriksasan szksi ;
Pemeriksaan ditempat"” kegadlan = ot
Berlta acara yang dimaksud pada pasal” 19 ayat
(2) dikirim kepada Keaadsaan “Negerl melalui:
Penyidik POLRI
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BAB X :
KETENTUAN PENUTUP
Pasal TéD R

(1) Dengan berlakunya'Peratu;an Daerah ini,maka se
gala ketentuan /Peraturan- yang - bertentangan
dengan Persaturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.: =i« . -ogh e

(2) Hal-hsl vang belum diatur dalam Peraturan Dae
rah ini sepanjang mengenail pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut . dengan Keputusan EKepzala
Daerah.

s

. Pasal 21 -

Peraturan Dsaerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkannva.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penen
patannyva dalam Lembaran Daerah Rabupaten Daerah
Tingkat II Luwu :
Ditetapkan di : P a 1 op o
Pada Tanggsl : 12 Mei 1885

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERRAH KAB.DATI.II LUWU

KEKETLU A,

Cap/ttd Cap/ttd

= DRS.ABD.HAHID. D.= = H.H. YUNUS BAKNDU =
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Disalhkan oleh Gubernur Eepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan
Surat Keputusan No.1220/XII/1985 tang
tanggal 2S Desember 1885

Diundangkan dslam Legdaran Daerah
- paten Daerah Tingks
Tahun 1996 Seri.B.
ri 19886.°

o

.Z2--tanggal 8- Janpra: =
AARIS WILAYAH/DARRAH ~:in

—

[ 0L DRSLIALH . RIDWAN. =

PKT: PEMBINA TEK.I
—N1P:-580 ‘008- 490
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